
TATAP MUKA KULIAH III

NAKHODA, PEMIMPIN KAPAL & ANAK BUAH KAPAL

· Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 41 UU No. 17/2008).
· Nakhoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage) atau lebih memiliki wewenang penegakan hukum serta bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan, dan ketertiban kapal, pelayar, dan barang muatan (Pasal 137 ayat 1 UU No. 17/2008).
· Nakhoda untuk kapal motor ukuran kurang dari GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage) dan untuk kapal tradisional ukuran kurang dari GT 105 (seratus lima Gross Tonnage) dengan konstruksi sederhana yang berlayar di perairan terbatas bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan dan ketertiban kapal, pelayar, dan barang muatan (Pasal 137 ayat 2 UU No. 17/2008).
· Nakhoda tidak bertanggung jawab terhadap keabsahan atau kebenaran materiil dokumen muatan kapal (Pasal 137 ayat 3 UU No. 17/2008).
· Pasal 137 ayat 5 UU No. 17/2008, Nakhoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage) atau lebih diberi tugas dan kewenangan khusus, yaitu:

a. membuat catatan setiap kelahiran;

b. membuat catatan setiap kematian; dan

c. menyaksikan dan mencatat surat wasiat.

· Nakhoda wajib berada di kapal selama berlayar (Pasal 138 ayat 1 UU No. 17/2008), dan sebelum kapal berlayar, Nakhoda wajib memastikan bahwa kapalnya telah memenuhi persyaratan kelaiklautan dan melaporkan hal tersebut kepada Syahbandar (Pasal 138 ayat 2 UU No. 17/2008), Nakhoda berhak menolak untuk melayarkan kapalnya apabila mengetahui kapal tersebut tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan (Pasal 138 ayat 3 UU No. 17/2008).
· Nakhoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage) atau lebih dan Nakhoda untuk kapal penumpang, wajib menyelenggarakan buku harian kapal (Pasal 141 ayat 1 UU No. 17/2008).
· Nakhoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage) atau lebih wajib melaporkan buku harian kapal kepada pejabat pemerintah yang berwenang dan/atau atas permintaan pihak yang berwenang untuk memperlihatkan buku harian kapal dan/atau memberikan salinannya (Pasal 141 ayat 2 UU No. 17/2008).
· Buku harian kapal dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan (Pasal 141 ayat 3 UU No. 17/2008).
· Pengusaha kapal dalam hal ini pengangkut yang menyelenggarakan pengangkutan, melakukan perbuatan hukum berupa perjanjian pengangkutan dengan pengirim. Jadi pihak pihak dalam perjanjian pengangkutan adalah pengangkut & pengirim.

· Fungsi nakhoda yang menjalankan kapal adalah sebagai buruh dari pemilik kapal dan tunduk pada pengusaha kapal: sedangkan hubungan hukum antara nakhoda dan pengusahan kapal adalah tidak langsung yakni melalui pemilik kapal. untuk itu  ada beberapa pihak yang dapat dimintai pertanggung jawaban yaitu Nakhoda, pengangkut dan pemilik kapal.

· Jenis Jenis pelayaran di Indonesia (pasal 9 PP No.17/1988 )

1. Pelayaran Dalam Negeri: merupakan kegiatan laut antar pelabuhan di Indonesia yang dilakukan secara tetap dan teratur dan atau dengan pelayaran tidak tetap dan tidak teratur dengan menggunakan semua jenis kapal. Termasuk pelayaran dalam negeri

a. Pelayaran Rakyat : merupakan kegiatan angkutan laut khusus untuk barang atau hewan antar pelabuhan di Indonesia dengan menggunakan kapal layar atau kapal motor yang dilakukan oleh perusahaan dalam salah satu badan usaha termasuk koperasi yang memiliki unit perahu layar atau perahu layar motor dengan ukuran sampai 850M3 isi kotor atau kapal motor dengan ukuran 100M3 (psl 9(3) Jo psl 14 PP No.17/1988)

b. Pelayaran Perintis.

c. Pelayaran Pedalaman, terusan & sungai

d. Pelayaan penundaan laut: pelayaran nusantara dengan menggunakan tongkang yang ditarik kapal tunda.

2. Pelayaran Luar Negeri : Merupakan pelayaran samudra sebagai kegiatan nagkutan laut ke atau dari luar negeri yang dilakukan secara tetap dan teratur atau dengan pelayaran tidak tetap dan tidak teratur. (psl (5) PP No.17/1988)

a. Pelayaran  samudra dekat : Pelayaran ke pelabuhan negara negara tetangga yang tidak melebihi jarak 3000 mil laut dari pelabuhan terluar idonesia tanpa emandang jurusan 

b. Pelayaran samudra : Pelayaran ke dan dari luar negeri yang bukan merupakan pelayaran samudra dekat

PENGANGKUT, PERANTARA PENGANGKUTAN (EXPEDITUR) DAN PERUSAHAAN TRANSPORT

· Adakalanya kita bingung membedakan antara pengangkut, perantara pengangkut dan perusahaan transport dan menganggap ketiganya adalah sama dari segi praktek pelaksanaannya. Tetapi bila ditinjau dari sudut hukum, ketiganya memiliki perbedaan baik dari segi dasar hukum, hak serta kewajibannya.

· Pengangkut menurut pasal 466 adalah orang yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan (pasal 466 KHUD). Sedangkan menurut pasal 1 huruf e jo pasal 13 (1) PP. No.17 th 1988, tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut,  yang disebut Perusahaan Pelayaran (Pengusaha kapal/Pengangkut) adalah Badan hukum atau badan usaha yang mengusahakan jasa angkutan laut dengan menggunakan kapal. Untuk manjalankan usaha harus mempunyai syarat  A). Merupakan perusahaan pelayaran Negara/daerah/badan hukum. B). Memiliki atau mengusai kapal laut berbendera Indonesia C). memiliki NPWP.
· Jadi disini yang namanya pengangkut wajib memiliki kapal sendiri atau mengusai kapal sendiri(dengan mencarter dsb).

· Expeditur diatur dalam pasal 84 - 90 KUHD, yaitu orang yang pekerjaannya menyuruh orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan dan barang lain melaui daratan atau perairan. Dari pasal 84 KUHD ini dapat digaris bawahi bahwa tugas expeditur adalah seorang perantara yang bersedia mencarikan pengangkut untuk kepentingan pengirim, tetapi tidak menyelenggarakan pengangkutan itu sendiri. 

· Perjanjian yang dibuat antara pengirim dan expeditur disebut perjanjian expedisi, sedang perjanjian antara exeditur dengan pengangkut disebut perjanjian pengangkutan.

· Perjanjian expedisi yaitu perjanjian timbal balik antara expeditur dengan pengirim, dimana expeditur mengikatkan diri untuk mencarikan pengangkut yang baik bagi pengirim, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar provisi kepada expeditur. Sifat dari perjanjian expedisi ini adalah pemberian kuasa apabila expeditur mengadakan perjanjian pengangkutan atas nama pengirim. Kalau expeditur mengadakan perjanjian pengangkutan atas namanya sendiri untuk tanggungan pengirim maka perjanjian expedisi mempunyai hubungan komisioner (pasal 76 KUHD).

· Adakalanya tugas seorang expeditur tidak hanya mencari pengangkut melainkan juga menyimpaing barang pra pengangkutan digudang expeditur atau penyelenggaran urusan(zaakwarneming) bila expeditur untuk barang-barang tersebut harus berhadapan dengan pihak ketiga atas nama pengirim.

· Pengusaha Transport. Seperti iklan UPS, FID EX, dan sebagainya mungkin orang bertanya-tanya apakah sebenarnya bentuk dan jenis usaha ini, apakah ia pengangkut atau bukan. Jawabannya ini adalah termasuk perusahaan transport dengan definisinya yaitu orang yang bersedia menyelenggarakan seluruh pengangkutan dengan satu jumlah uang angkutan yang ditetapkan sekaligus untuk semuanya. Jadi pengusaha transport ini menerima seluruh pengangkutan dengan satu jumlah uang angkut untk seluruhnya tetapi ia tidak mengangkut barang itu sendiri atau hanya sebagaian saja yang diangkutnya sendiri. Sebagai contoh misalnya si pengirim “X” meminta perusahaan transport “Y” mengangkut barangnya ke rumah “B”. dimana dalam perjalanan kerumah B memerlukan beberapa kali jenis angkutan(laut, sungai dan darat)/pengangkutan terusan. Pada saat perjanjian pengiriman dibuat maka perusahaan transport “Y” menetapkan satu uang angkut untuk keiga jenis pengangkutan itu, dan secara prakteknya perusahaan transport ini tidak menyelenggarakan pengangkutan itu sendiri (mengadakan penjanjian pengangkutan dengan pengangkut) atau mungkin ia mengangkut sendiri barang melalui laut sedang lewat sungai dan darat ia tidak mengangkutnya sendiri. Dengan perjanjian transport ini walaupun barang rusak oleh pengangkut, tetapi pengirim tetap menuntut tanggung jawab ke perusahaan transport, sebagai pihak yang mengadakan perjanjian dengan pengirim.
· Perbedaan antara expeditur, pengangkut dan pengusaha transport sbb:
1. Perbadaan antara expeditur dengan pengangkut dan pengusaha transport bahwa expeditur tidak menyelenggarakan pengangkutan sedang pengangkut dan pengusaha trasport(tidak selalu)  menyelenggarakan pengangkutan.

2. Perbadaan antara pengangkut dan pengusaha transport bahwa:
a. Pengangkut menerima pengangkutan yang dapat diangkut dalam trayeknya sendiri, sedang pengusaha transport menerima seluruh pengangkutan baik yang dapat daingkut melalui treyeknya sendiri maupun diluar trayeknya dan sudah tentu untuk menyelenggarakan pengangkutan diluar trayeknya menggunakan pengangkut lain.

b.  Pengangkut wajib mememiliki alat angkut atau mengusai alat angkut, sedangkan pengusaha transport tidak wajib memiliki alat angkut atau mengusainya

· Untuk lebih jelasnya antara pengangkut dan pengusaha transpor dicontohkan Seorang suatu pengangkutan terusan. Dalam pengangkutan pertama terletak dalam trayek usaha angkutnya, sedang pengangkutan kedua terletak diluar trayeknya, pertanyaan apakah untuk pengangkutan kedua ia bertindak sebagai expeditur9dengan mencarikan alat angkut lain) ataukah ia bagi seluruh pengangkutan bertindak sebagai pengusaha transport. Untuk menjawabnya adalah apabila dalam pembayaran, uang angkut ditetapkan hanya satu uantuk beberapa jenis pengangkutan tanpa merincinya, maka ia disebut pengusaha transport, tetapi bila dalam pembayaran ada rincian uang angkut uantuk masing-masing jenis pengangkutan, maka ia disebut pengangkut dan untuk pengangkutan diluar trayeknya ia bertinda sebagai expeditur
(selanjutnya baca perantara dibidang pengangkutan, next pages)

